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ABSTRAK 

 

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok rentan yang 

memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Negara 

berkewajiban memberikan perlindungan dan pembinaan guna menjamin 

kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu bentuk 

perlindungan tersebut diwujudkan melalui putusan hakim berupa tindakan 

pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Jaksa Negeri 

Padang dalam pelaksanaan putusan hakim berupa tindakan pembinaan dalam 

perkara tindak pidana anak dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis 

dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan 

wawancara dengan jaksa yang menangani perkara tindak pidana anak di Kejaksaan 

Negeri Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa memiliki peranan 

penting sebagai pelaksana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, 

termasuk melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti LPKS serta 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan pembinaan. Namun, dalam 

praktiknya, pelaksanaan putusan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik 

internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, 

sarana pendukung, serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, 

diperlukan peningkatan dukungan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan 

pemahaman aparat penegak hukum agar pelaksanaan tindakan pembinaan terhadap 

anak dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan perlindungan anak. 

Kata Kunci: Jaksa, Putusan Hakim, Tindakan Pembinaan, Tindak Pidana 

Anak. 
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ABSTRACT 

 

Children in conflict with the law are a vulnerable group requiring special treatment 

in the criminal justice system. The state is obliged to provide protection and 

guidance to ensure the best interests of children as stipulated in Law Number 11 of 

2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. One form of this protection 

is realized through judges' decisions in the form of guidance measures. This study 

aims to analyze the role of the Padang District Attorney in implementing judges' 

decisions in the form of guidance measures in juvenile criminal cases and to identify 

obstacles faced in their implementation. The research method used is a sociological 

juridical method with a descriptive analytical nature. Data were obtained through 

literature studies and interviews with prosecutors handling juvenile criminal cases 

at the Padang District Attorney's Office. The results show that prosecutors have an 

important role as implementers of judges' decisions that have permanent legal 

force, including coordinating with related institutions such as the LPKS and 

supervising the implementation of guidance measures. However, in practice, the 

implementation of these decisions still faces various obstacles, both internal and 

external, such as limited human resources, budget, supporting facilities, and lack 

of coordination between agencies. Therefore, it is necessary to increase institutional 

support, cross-sector coordination, and understanding of law enforcement officials 

so that the implementation of child development measures can run optimally and in 

accordance with child protection goals. 

 

Keywords: Prosecutor, Judge's Decision, Guidance Action, Child Crime. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

berdampak pada perilaku anak-anak dalam pergaulan dan bermasyarakat 

menjadi semakin kompleks. Perilaku-perilaku tersebut tentunya ada perilaku 

yang sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma 

yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku yang sejalan dengan norma yang 

berlaku, tidak akan menjadi masalah, berbeda dengan perilaku yang tidak dapat 

diterima oleh norma akan menimbulkan permasalahan dan merugikan 

masyarakat.1 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan 

strategis dalam pembangunan nasional. Maka karena itu, negara memiliki 

kewajiban untuk melindungi, membina, dan menjamin terpenuhinya hak-hak 

anak dalam segala aspek kehidupan, termasuk ketika anak berhadapan dengan 

hukum. Dalam praktiknya, tidak sedikit anak yang terlibat dalam tindak pidana 

baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Menurut Barda Nawawi Arief, 

perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan 

hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights 

and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan 

kesejahteraan anak.2 

                                                             
1 Septi Nuraini, 2024, ‘Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Anak 

yang dikembalikan kepada orang tua’, Jurnal ensiklopediaku.org, Vol 6, No 3, hlm. 212. 
2 Barda Nawawi Arief, 2023, Hukum Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 

hlm. 5 
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Anak yang berkonflik dengan hukum dapat menimbulkan kerusakan 

pada masa depan anak itu sendiri dalam jangka waktu yang berkepanjangan.3 

Bahwa saat ini telah banyak ditemukan anak-anak yang berperilaku 

menyimpang atau sudah melakukan kejahatan, sehingga dapat menggangu 

ketertiban masyarakat. Kondisi yang terus berkembang dapat memengaruhi 

tatanan kehidupan bermasyarakat, situasi seperti ini dapat membahayakan 

negara4, karena itu untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak. Maka pemerintah menerbitkan aturan Perundang-

Undangan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) 

Pidana anak tidak dapat disamakan dengan pidana orang dewasa. Anak 

yang melakukan tindak pidana pada dasarnya adalah individu yang masih dalam 

tahap perkembangan mental, psikologis, dan sosial. Maka dari itu, pendekatan 

yang digunakan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana harus 

berbeda, yaitu dengan mengedepankan pendekatan restoratif bukan semata-

mata pembalasan. 

UU SPPA secara tegas mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan 

hukum harus diperlakukan secara manusiawi dan berkeadilan, dengan 

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, upaya diversi, 

pembinaan, dan reintegrasi sosial menjadi fokus utama dalam proses peradilan 

                                                             
 

3 Marthinus B. Sampe, 2023, ‘Peranan  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam  Pelaksanaan  

Diversi  Pada Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Di Kejaksaan Tinggi Papua)’, Jurnal of 

Philosophy, Volume 4, Nomor 1 Juni, 2021. hlm.178.   
4 Ibid, hlm. 179 
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pidana anak. Namun demikian, implementasi pidana anak di lapangan masih 

menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, 

infrastruktur, hingga minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap 

prinsip-prinsip perlindungan anak. 

Dalam perkara tindak pidana anak, jaksa melaksanakan Putusan Hakim 

sesuai dalam Pasal 82 ayat (1) UU SPPA, disebutkan bahwa: “a. pengembalian 

kepada orang tua/wali, b. penyerahan kepada orang tua, c. perawatan di rumah 

sakit jiwa, d. perawatan di LPKS, e. kewajiban mengikuti Pendidikan formal 

dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, f. 

pencabutan surat izin mengemudi, g. perbaikan akibat tindak pidana”. Dalam 

Pasal 69 UU SPPA ditegaskan bahwa Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) 

dapat dijatuhi pidana dan tindakan.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 

tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2004. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa: 

(1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan 

adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan 

kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di 

bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-

Undang. 

(2) Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang 

memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan 

kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. 

(3) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-

Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 

penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-

Undang. 

(4) Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan 

perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan 
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permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di siding 

pengadilan. 

 

Peran jaksa terhadap perkara tindak pidana anak diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

Dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b UU Kejaksaan, disebutkan bahwa “a. 

melakukan penuntutan, b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dalam Pasal 96 UU 

SPPA ditegaskan bahwa “jaksa wajib melaksanakan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” 

Salah satu pelaksanaan putusan yang dilakukan Jaksa terhadap anak 

yaitu Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pdg, 

dimana dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan tindakan terhadap anak 

berupa perawatan selama 2 (dua) bulan di LPKS Kasih Ibu Kota Padang. Dalam 

penanganan kasus anak tersebut dari mulai penangkapan sampai dengan anak 

diputus di pengadilan, anak telah menjalani penahanan di rumah tahanan dari 

tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025 oleh Penyidik. 

Kemudian, dilakukan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dari 

tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025. Kemudian, 

dilakukan perpanjangan oleh Penuntut Umum dari tanggal 3 Februari sampai 

dengan tanggal 7 Februari 2025. Selanjutnya, Hakim Pengadilan Negeri Padang 

melakukan penahanan terhadap anak dari tanggal 6 Februari 2025 sampai 

dengan tanggal 15 Februari 2025. Ketua Pengadilan Negeri Padang melakukan 

perpanjangan penahanan dari tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan 2 Maret 
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2025. Kemudian anak tersebut dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan 

Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik analisis lebih 

mendalam terkait perkara tindak pidana anak. Maka dari itu, judul penelitian ini 

yaitu “PERANAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM 

BERUPA TINDAKAN PEMBINAAN DALAM PERKARA TINDAK 

PIDANA ANAK (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)”  

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana peranan Jaksa Negeri Padang dalam pelaksanaan putusan hakim 

berupa tindakan pembinaan pada perkara tindak pidana anak? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi Jaksa Negeri Padang dalam melaksanakan 

putusan hakim berupa tindakan pembinaan dalam perkara tindak pidana 

anak? 

 

C. Tujuan Penelitan 

1. Untuk menganalisis peranan jaksa dalam pelaksanaan putusan hakim 

berupa tindakan pembinaan pada perkara tindak pidana anak. 

2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi jaksa dalam pelaksanakan 

putusan hakim berupa tindakan pembinaan dalam perkara tindak pidana 

anak. 
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D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, 

pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu 

kenyataan hukum dimasyarakat, pendekatan sosiologis hukum merupakan 

pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam 

interaksi sosial dimasyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk 

mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi 

keperluan penelitian.5 

2. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder 

yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama, Data tersebut dikumpulkan melalui studi 

di lapangan dengan melakukan wawancara 2 orang  yang menangani 

kasus tindak pidana anak yaitu Ibu Yossi Harisa, S.H., M.H. dan Ibu 

Irawati S.H, M.H.  Anggota Pidsus di Kejaksaan Negeri Padang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian.6  

                                                             
5 Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105. 

6 Ibid. hlm. 106. 
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Data Sekunder digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang 

berkaitan dengan tugas Kejaksaan Negeri Padang data tindak pidana 

anak selama 5 tahun terakhir. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada. Literatur 

tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-

dokumen, jurnal yang berkaitan dengan perkara tindak pidana anak.7 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan narasumber.8 

Dalam penelitian ini penulis memilih wawancara semi terstruktur, 

wawancara semi terstruktur adalah teknik wawancara yang dilakukan 

dengan terlebih dahulu peneliti menanyakan pertanyaan yang sudah 

terstruktur sehingga kemudian satu persatu diperdalam mengorek 

keterangan lebih lanjut secara mendalam tentang topik penelitian yang 

ingin dikajinya penulis mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, 

                                                             
7 Suharismi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, 

Jakarta, hlm. 206 

8 Maiyestati, 2020, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, 

hlm. 69. 
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setiap pertanyaan tidaklah sama ada tiap narasumber sesuai dengan 

jawaban dari narasumber tersebut. 

4. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif 

analisis, analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif terhadap data 

primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi struktur hukum 

positif.9 

 

                                                             
9 Ibid, hlm. 106. 
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